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BUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSIJAMBI

PERATURANBUPATITANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR;lt TAHUN2021

TENTANG

PERANDESA DALAMKONVERGENSIPENCEGAHAN

STUNTING TERINTEGRASI

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

a. bahwa penangan Stunting merupakan Program Prioritas
Nasional sehingga harus mendapat dukungan dari
Pemerintah Desa;

b. bahwa sebagaimana panduan dari Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah

Kabupaten agar menyusun Peraturan Bupati terkait

peran desa dalam penurunan stunting terintegrasi
sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam

penanganan Stunting yang partisipatif, terpadu,

sinergitas, dan bertumpu pada pemanfaatan
sumberdaya lokal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Peran Desa dalam Konvergensi
Pencegahan Stunting Terintegrasi;

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,

Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten



Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi

dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3969);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara

Tahun 2009 Nomor 144);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang

Republik Indonesia

Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 ten tang

Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1000);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repulik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir

!



dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016

ten tang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2019 Nomor 6);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN DESA DALAM

KONVERGENSIPENCEGAHANSTUNTINGTERINTEGRASI.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

I



2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.

4. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di

wilayah Kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak

asal usul, danj atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan NegaraKesatuan RepublikIndonesia.

6. Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan RepublikIndonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai

unsure PenyelenggaraPemerintahDesa.

8. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita, yaitu

terhambatnya perkembangan fisik, otak dan organ lainnya diakibatkan
oleh kekurangan gizikronis terutama pada 1.000 Hari PertamaKehidupan

(HPK),ditandai dengan tubuh anak yang terlalu pendek untuk usianya.
9. Intervensi gizi spesifik merupakan kegiatan yang langsung mengatasi

penyebab terjadinya stunting yang meliputi kecukupan asupan makanan
dan gizi, pemberian makan, perawatan dan pola asuh serta pengobatan
infeksijpenyakit.

10.Intervensi gizi sensitive merupakan kegiatan tidak langsung dalam
mengatasi penyebab terjadinya stunting yang mencakup peningkatan

akses pangan bergizi, peningkatan kesadaran, komitmen dan praktik

pengasuhan giziibu dan anak, peningkatan akses dan kualitas pelayanan
gizidan kesehatan dan peningkatan air bersih dan saranan sanitasi.

11.Aksikonvergensipencegahan stunting merupakan sebiah instrument atau
pendekatan intervensi yang dialkukan secara terkoordinir, terpadu dan
bersama-sama dalam upaya penurunan stunting.

12.Rumah Tangga 1.000 Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut

rumah tangga 1.000HPKadlah rumah tangga dengan ibu hamil dan bayi
usia 0-2 tahun.



13. Rembuk stunting adalah forum musyawarah antara masyarakat Desa

dengan pemerintah Desa dan BPD untuk membahas pencegahan dan

penanganan masalah kesehatan di Desa khususnya stunting dengan
mendayagunakan sumber daya pembangunan yang ada di Desa.

14.Kader Pembangunan Masyarakat yang selanjutnya disebut KPMadalah
warga masyarakat Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa untuk
bekerjamembantu pemerintah Desadalammemfasilitasimasyarakat Desa

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan
sumberdayamanusia di Desa.

Pasal2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjelaskan peran dan

kewenangan desa dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran

dari APBDesa untuk melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan
stunting terintegrasi di tingkat desa.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikankepastian hukum yang
dapat digunakan sebagai rujukan bagi desa untuk merencanakan dan
melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di
tingkat desa.

BAB II
SASARAN
Pasa13

(1) Sasaran prioritas kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat
desa adalah ibu hamil dan anak usia 0-23 bulan atau rumah tangga 1.000
HPK.

(2) Sasaran penting kegiatan konvergensipencegahan stunting di tingkat desa

adalah anak usia 24-59 bulan, wanita usia subur dan remaja putri.

BABIII
PERANDESA

Pasal4

(1) Peran Desa dalam kegiatan konvergensi pencegahan stunting di tingkat
desa adalah sebagaiberikut :

a. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran program dn
kegiatan pembangunan desa untuk mendukung pencegahan stunting;

b. mensosialisasikankebijakan pencegahan stunting kepada masyarakat;



c. melakukan pendataan terhadap kelompok sasaran, permasalahan

terkait stunting, cakupan layanan dasar kepada masyarakat, kondisi
penyedia layanan, dan sebagainya;

d. pembentukan dan pengembangan Rumah Desa Sehat (RDS);
e. menyelenggarakan rembuk stunting desa;
f. tersusunnya rencana aksi pencegahan stunting di desa;

g. menyiapkan KPM dan pelaku desa lainnya yang terkait dengan

pencegahan stunting;
h. meningkatkan pelayanan posyandu;

i. meningkatkan layanan kegiatan pengasuhan dan penyuluhan pola
hidup sehat melalui Pendidikan AnakUsia Dini;

J. meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana intervensi gizi

sensitive sesuai dengan kewenangannya;

k. meningkatkan kapasitas aparat desa, KPM, dan masyarakat melalui
pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis;

1. melakukan pemantauan pelaksanaan programjkegiatan pencegahan

stunting;
m. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan stunting,

mengukur capaian kinerja desa, dan melaporkan kepada Bupati

melalui Camat;
n. melakukan pemutahiran data secara berkala sebagai dasar

penyusunan rencana programjkegiatan pencegahan stunting tahun
berikutnya;

o. memastikan setiap sasaran konvergensi stunting menenma dan
memanfaatkan 5 paket layanan dasar intervensi; dan

p. menyediakan anggaran pencegahan stunting dalam APBDesa.

(2) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Desa berwenang menentukan prioritas alokasi anggaran melalui

APBDesa.
(3) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat

(1),Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lintas sektor di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, organisasi
atau lembaga kemasyarakatan, sosial danj atau profesi. Perguruan tinggi,

dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.



Pasal5

(1) Dalam rangka melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pasal 4

ayat (1), desa melaksanakan intervensi pencegahan stunting di Desa,
meliputi :

a. intervensi gizispesifik;dan

b. intervensi gizisensitif.

(2) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf a, meliputi :
a. memberikan makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi

kekurangan energidan protein kronis;

b. mencegahKekuranganEnergiKronis;
c. mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat;

d. mengatasi kekurangan yodium;

e. menanggulangikecacinganpada ibu hamil;

f. melindungiibu hamil dari malaria; dan
g. memeriksakehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

(3) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak

dibawah usia 6 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf
a, meliputi :

a. mendorongInisiasiMenyusuDini;dan
b. mendorongpemberianASIEkslusif.

(4) Kegiatan intervensi gizi spesifik dengan sasaran ibu menyusui dan anak
usia 6-23 bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a,

meliputi :

a. mendorong melanjutkan pemberian ASI hingga USIa 23 bulan
didampingioleh pemberianmakanan pendampingASI;

b. menyediakanobat cacing;
c. menyediakan suplementasi Zinc;

d. memberikankapsul VitaminAdosis tinggi;
e. memberikanperlindungan terhadap malaria;

f. memberikan imunisasi lengkap;dan

g. melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

(5) Kegiatan intervensi gizi sensitif dengan sasaran masyarakat umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)huruf b, meliputi :
a. penyediaan air bersih dan sanitasi;
b. pemberianmakanan tambahan dan bergiziuntuk balita;



c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu

menyusui;

d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala

ibu hamil atau ibu menyusui;

e. pengembangan Tanaman Obat Keluarga dan produk hortikultura

untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui;

f. pengembangan ketahanan pangan di Desa melalui pemanfaatan

pemanfaatan lahan pekarangan dengan tanaman pangan, sayuran,

ikan dan temak;

g. kegiatan penanganan kualitas hidup lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa;

h. mendorong calon pengantin memperoleh konseling gizi dan kesehatan.

Pasal6

(1) kegiatan pencegahan stunting di desa dituangkan dalam paket layanan

terdiri dari :
a. pelayanan kesehatan ibu dan anak;

b. konselinggiziterpadu;

c. sanitasi dan air bersih [jamban];
d. perlindungan sosial; dan
e. pendidikan anak usia dini.

(2) Rincian kegiatan paket layanan kesehatan ibu dan anak sebagaimana ayat
(1)huruf a terdiri dari :
a. penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Pondok Bersalin Desa (obat­

obatan, transport bidan desa/ perawat, penyediaan pelayanan KBdan

alat kontrasepsi bagi keluarga miskin);
b. penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil,

kelas lansia, insentif kader posyandu);
c. penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, bidan

Desa/ perawat dan kader kesehatan;
d. penyelenggaraandesa siaga kesehatan;
e. pembinaan palang remaja tingkat desa;
f. pengasuhan bersama dan bina keluarga balita;
g. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
h. pemeliharaan sarana dan prasarana peralatan

posyanduZpolindes;dan

kesehatan



1. pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan
prasarana peralatan kesehatan posyanduZpolindes.

(3) Rincian kegiatan paket layanan konseling gizi terpadu sebagaimana ayat
(1)huruf b terdiri dari :

sarana dan

a. transportasi petugas gizi;
b. insentif'/transportasi kader;

c. pelatihan kader;

d. transportasi kegiatan kunjungan ke rumah;

e. pengadaan alat dan perlengkapan seperti alat peraga konseling;
f. penyediaan pemberian makanan tambahan, penyukuh bahan lokal;
g. penyediaan pemberian makanan tambahan pemulihan berbahan

pangan lokal;

h. pengadaan kebun gizi;dan

i. kampanye dan penyuluhan kesehatan.

(4) Rincian kegiatan paket layanan sanitasi dan air bersih [jamban]
sebagaimana ayat (1)huruf c terdiri dari :
a. pemeliharaan sumur resapan milik desa;

b. pemeliharaan sumber air bersih milik desa (mata air/tendon
penampungan air hujanj sumur bor);

c. pemeliharaan sambungan air bersih milik desa ke rumah tangga
(pipanisasi);

d. pemeliharaan sanitasi permukiman (gorong-gorong,selokan, parit);
e. pemeliharaan fasilitasjamban umum;

f. pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa/permukiman
(penampungan, bank sampah);

g. pemeliharaan sistem pembuangan air limbah (drainase, air limbah
rumah tangga);

h. pembangunarr/ rehabilitasi/ peningkatan sumur resapan;

1. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air milik desa (mata
air/tendon penampungan air hujanj sumur bor);

J. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke
rumah tangga (pipanisasi);

k. pembangunarr/ rehabilitasi/ peningkatan sanitasi permukiman (gorong­
gorong,selokan parit);

1. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitasjamban umum;

m. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
desa/ permukiman (penampungan, bank sampah); dan



n. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sistem pembuangan air

limbah (drainase, air limbah rumah tangga).

(5) Rincian kegiatan paket layanan perlindungan sosial sebagaimana ayat (1)

huruf d terdiri dari :

a. peningkatan kapasitas perangkat desa;

(6) Rincian kegiatan paket layanan pendidikan anak usia dini sebagaimana
ayat (1) huruf e terdiri dari :

a. penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Penitipan
Anak/Kelornpok Bermairr/Taman Kanak-kanak) dan Taman
Pendidikan Al Qur'an/ Madrasah Non-Formal milik Desa berupa
bantuan honor pengajar peningkatan kapasitas bagi guru, pakaian
seragam, operasional;

b. dukungan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berupa Alat
PeragaEdukatif, Sarana PendidikanAnakUsia Dini;

c. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagimasyarakat;

d. pemeliharaan sarana dan prasarana Alat Peraga Edukatif Pendidikan
Anak Usia Dini (Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermairi/Taman
Kanak-kanak) dan Taman Pendidikan Al Qur'an/Madrasah Non­
FormalmilikDesa; dan

e. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan saran dan
prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE)Pendidikan Anak Usia Dini
(TamanPenitipan Anak/KelompokBermairr/Taman Kanak-kanak) dan
Taman PendidikanAlQur'arr/Madrasah Non-FormalmilikDesa.

BABIV
PERANKECAMATAN

Pasal 7

(1) Camat selaku koordinator wilayah kecamatan mengkoordinasikan

pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di

tingkat desa.
(2) Melakukan pertemuan secara berkala dengan aparat tingkat kecamatan,

tingkat desa, dan masyarakat untuk membahas perencanaan dan
kemajuan intervensi penurunan stunting.

(3) Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pemantauan serta
verifikasidata laporan pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.



(4) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan konvergensi pencegahan

stunting terintegrasi di tingkat desa kepada Tim KoordinasiKonvergensi
Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten TanjungJabung Timur.

BABV

PERANKELEMBAGAANMASYARAKAT
Pasal8

(1) KelembagaanMasyarakat yang diharapkan berperan dalam konvergensi
pencegahan stunting terintegrasi di tingkat desa diantaranya :
a. posyandu;

b. PemberdayaanKesejahteraanKeluarga;dan
c. PendidikanAnakUsiaDini.

(2) Kegiatan posyandu dalam konvergensi pencegahan stunting di tingkat
desa antara lain:
a. posyandu dengan 5meja layanan;

b. kelompokpendukung makanan bayi dan anak;

c. gerakan saying ibu;

d. LayananRehidrasiOralAktif;

e. layanan posyandu holistik integratif;
f. melaporkan kepada bidan desa dan merujuk kepada puskesmas jika

ada ditemukan balita yang mengalamimasalah gizitermasuk stunting;
dan

g. mengedukasi remaja dan wanita USIa subur untuk menjaga pola

makan seimbang agar tidak mengalamiKekurangan EnergiKronisdan
anemia.

(3) Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam konvergensi
pencegahan stunting di tingkat desa antara lain:

a. peningkatan gerakan kader kelompok dasawisma melalui kunjungan
rumah;

b. penyuluhan kepada masyarakat untuk peningkatan pengetahuan dan
kesadaran keluarga akan pentingnya kesehatan Ibu dan Anak;

c. Gerakan Sadar Kesehatan Ibu Anak;

d. mendukung gerakan masyarakat hidup sehat;
e. penguatan pengelolaan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat

(UKBM);

f. peningkatan kapasitas kader dasawisma yang didampingi oleh
fasilitator pemberdayaanmasyarakat;

----------------------------------------------- ------- ----- ----_. --------



g. pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat untuk

mendukung Kesehatan Ibu Anak seperti pengelolaan donor darah,

ambulan desa, Tabungan Ibu Bersalin /Dana Sosial Ibu Bersalin;

h. advokasi kepada pemerintah desa dengan didampingi fasilitator;

i. menguatkan kelembagaan Kelompok Kerja Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga dalam membangun komitmen dan dukungan

sumberdaya untuk menunjang Kesehatan Ibu dan Anak;

J. terlibat aktif dalam musyawarah dan perencanaan partisipatif desa;

k. pencatatan kegiatan posyandu dan kegiatan kesehatan lainnya; dan

1. optimalisasi pekarangan rumah melalui program hatinya pkk untuk

terciptanya pengayaan bahan pangan.

(4) Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dalam kegiatan konvergensi

pencegahan stunting di tingkat desa antara lain :

a. memberikan sosialisasi kepada orangtua peserta didik mau pun

masyarakat sekitar berupa kegiatan cara memberikan stimulasi pada

anak;

b. melakukan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang

Anak (SDIDTK);

C. membuat kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan gizi serta

penerapan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat;

d. melakukan sosialisasi dan penyuluh kepada orangtua peserta didik

maupun masyarakat sekitar mengenai stunting, 1000 hari pertama

kehidupan, serta pola hidup bersih dan sehat;

e. mengadakan kegiatan bertema parenting;

f. bekerjasama dengan instansi kesehatan seperti posyandu untuk

membuat program yang dapat memaksimalkan upaya penanggulangan

stun ting; dan

g. membentuk forum perkumpulan Pendidik Anak Usia Dini sebagai

sarana untuk informasi dan pengalaman dalam penanganan stunting

di desa masing-masing.

BABVI
DUKUNGANKADERPEMBANGUNANMANUSIA

Pasal9

(1) Desa menetapkan KPMpaling sedikit 1 (satu) orang setiap Desa.



(2) Mekanisme rekrutmen KPMmengikuti ketentuan sebagai berikut :

a. Pendataan kader masyarakat Desa yang diutamakan kader di bidang

pembangunan manusia seperti : Kader Posyandu, Guru Pendidikan

Anak Usia Dini, Kader kesehatan dan pegiat pemberdayaan Desa

lainnya.

b. KPMdipilih melalui rapat kerja di Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa

dan dihadiri oleh perwakilan Dusun/RT/RW, perwakilan unit layanan

kesehatan, perwakilan unit layanan pendidikan, dan perwakilan

kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan dan/ atau

pendidikan.

(3) Dukungan operasional KPM:

a. KPM dalam menjalankan tugasnya mendapatkan insentif untuk

operasional berupa biaya pemantauan dan pengisian scorecards

konvergensi Desa.

b. Sumber dana operasional KPM adalah bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal10

Tugas KPMmeliputi :

(1)Mensosialisasi kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada

masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk

pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini

stunting.

(2)Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK.

(3)Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga

1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting

mendapatkan layanan yang berkualitas.

(4)Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APB Desa utamaya

yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan

pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

(5)Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk

mengiku ti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak.

(6)Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program Zkegiatan

pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif.

(7)Melaksanakan koordinasi darr/atau kerjasama dengan para pihak yang

berperan serta dalam pelayanan pencegahan stnting, seperti bidan Desa,

!



petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru Pendidikan Anak Usia Dini

danfatau perangkat Desa.

BABVII
DUKUNGANKAMPANYESTUNTING

Pasal11

(1) Desa melaksanakan kampanye stunting untuk menyebarluaskan

informasi tentang stunting kepada masyarakat.

(2) Kampanye stunting dilaksanakan sebelum atau sesudah pelaksanaan

Rembuk Stunting Desa.

(3) Kampanye stunting dilakukan secara berkelanjutan dengan menggunakan

potensi saran a penyebaran informasi yang ada di desa.

(4) Kampanye stunting dapat juga menggunakan media cetak dan elektronik,

serta berupa kegiatan festival desa tentang layanan dasar, bazaar pangan

lokal, perlombaan bayijanak sehat, dan lain-lain.

BABVIII
PELAPORAN
Pasal12

(1) Pemerintah desa harus melakukan pelaporan dalam upaya penanganan

stunting setiap akhir tahun atau awal tahun berikutnya kepada Bupati

melalui Camat.

(2) Materi yang akan dilaporkan Desa yaitu:

1. Keberadaan sasaran 1.000 HPKdalam periode satu tahun.

a. Total ibu hamil;

b. Jumlah ibu hamil KEKatau Resiko Tinggi (Risti);

c. Total anak 0-23 bulan;

d. Jumlah anak 0-23 bulan terindikasi stunting (pengukuran dengan

tikar pertumbuhan);

e. Jumlah anak 0-23 bulan beresiko stunting (pengukuran dengan

tikar pertumbuhan); dan

f. Jumlah anak 0-23 bulan tidak stunting (pengukuran dengan tikar

pertumbuhan) .

2. Tingkat konvergensi 1.000 HPK dalam penerimaan paket layanan

selama setahun.

3. Hasil pengukuran Tikar Pertumbuhan (Deteksi Dini Stunting).

4. Jumlah dana dari APBDes untuk kegiatan pencegahan stunting.



(3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah

satu persyaratan pencairan Dana Desa sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

(4) Format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati

mi.

BABIX
PEMBIAYAAN

Pasal13

(1) Untuk penyelenggaraan kegiatan konvergensi pencegahan stunting

dialokasikan biaya operasional.

(2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a. transportasi;

b. administrasi; dan

c. insen tif.

(3) Pembiayaan pelaksanaan penanganan stunting di Desa bersumber dari

APBDesa dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Pasal14

(1) Pembinaan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan

oleh Tim Koordinasi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting

Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

(2) Pengawasan kegiatan konvergensi pencegahan stunting di Desa dilakukan

oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BABXI
KETENTUANPENUTUP

Pasal15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.



Ditetapkan di Muara Sabak

pada tanggal ~.3 roUS1V~ 2021

~t1r H}:l TANJU ABUNG TIMUR,

H. ROMI HARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal ~3 Atvg-,v< 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

..

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2021
NOMOR ~~

OllAH DITELITIKEBENARANNYA
Kabag Hukum Dan Perundang . Undangan

I

)
l



o.nu ~ DlTELITI KEBENARANNYA
Kabag. 'ckum Dan Pe ncang· t:ndangan

~.. ' ...i I!--;t_,' • ~ ~."' ~.

LAMPIRAN
PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR ~ TAHUN 2021
TENTANG
PERANDESA DALAM KONVERGENSI PENCEGAHAN
STUNTING TERINTEGRASI

LAPORAll KOKVEROJ!:1181 PJ!:IICJ!:GAHA11STUNTfNG TIIIOKAT DJ!:8A
TERHADAP IlA8ARAII 1.000 HARI PERl'AMA KEHIDUPAII (HPKI

KeClUlUlta: ..
Tabun ..

L .
TAB~L i. JUMLAH~ 1.000 HPK III!U'~IL DANANAR().~ BULAN)

",.'

. ). <

IBUHAMIL ANAR0 - 23 BULAN
Basaran JML TOTALRUMAHTANGGA1.000 HPK

TOTAL KEK/RESTI TOTAL GIZI KURAKG/GIZI
BURUK/STUNTING

Jumlab

T~EL)I, HASILPEilGUk11R4l' TlKAR PERTUM,BUHAN(DETEKSIDINI STUNTING,
-:;

.'.

Sasaran JUMLAHTOTALANARUSIA0 - 23 HIJAU (NORMAL) KuaiDI (Reslko Stuntlne) Nerah Terindlkasi StuntiDI
BULAN

Jum1ab

T~EL 3, KELENGKAP~.K()NvaR(lENSI P~lLA~ANAN PENCrWAHANSTUNT,~G'1IA90.000 H~ ;~'}~' "., ,i!,'

Sa_ran Indlkator Jumlab %

Ibu bamI1perlksa kebamllaD paIlnc sedlkit 4 ka1i seloma kebamllan
kebamllaD.
Ibu bamI1mendapatkan dan miDum 1 tablet tambab darah (pU rEI setlap
bar! minimal selama 9O.bar!
Ibu bersalla moadapatkan layuaan nilas oleb uakea dUaksauakan minimal
3 kall
Ibu 'bamU meaelkutl !reefatan !roasellae cIzI atau kelas Ibu bamIl minimal

Ibu Hamil 4 kall selama kebamllaD

Ibu bamI1doneaa koadlsl reslko tiDlcl dan/atau Kekuranean En"ret
KroDis (KEK)meadapat kWlluncan ke rumab oleb bldan Desa secan
terpadu minimal 1 bulan seka1i

Rumah Tangga lbu hamll memWkJ. saran. akae. air minum yanc: aman.

Rumab Tan"a lbu bamll memllDd sarana Jamban keluarca yane layak.

Ibu bamI1memUlki Jamli1an layanan kesebatan

Bayl usia 12 bulan ke bawab mendapatkan lmuDisasi daaar I·DCkap

Auak usia ()'23 bulan dlukur berat badannya dl poayandu s.can rutin
setlap bulan

Auak usia ()'23 bulan dlukur J>IUIjaac/tiDIci badannya olob teaaca
kesebatan terlatlb minimal 2 ka1i dalam setahun

Orana: tus/ pene.sub :vane memUlk1 aaak usia ()'23 bulan meDCikuti Laid Jd
keglatan konaeliDI efzl aecan rutin mlDImsl aebulan seka1i.

ADak0 ad 23
Bulan (0 ad 2 Auak usia ()'23 bulan deacan status Cld burak, cIzI kDrang, dan stuntiDITabua) mendapat kWllunean ke rumah seeara terpadu minimal 1 bulan aeka1i

Rumab Tan"a auak usia ()'2 Tabun memUDd sanna use. air miDum
:vane aman

Rumab Tanua auak usia ()'2 Tabun memUlki aarana Jamban :vane layak

Auak ()'2 Tabun JamiDan Kesebatan

Auak ()'2 Tabua Bulan Akta Lahlr

Oraal Tua/Peaeaaub meDCikuti Pareatlng Bulanan (PAUD)

ADak 2ad 6 Auak usia 2-6 tabUD aktIf dalam meDCikUtlkecfatan PAliD minimal SO%.
Tabun

'lABEL 4. TINGKATKORVERGBNSIDESA ..p ........"
JUMLAH INDIKATOR

No SASARAIf
YANGDITERIMA SEHARUSNYADITERIMA TINGKATKONVERGENSI(%)

1 IbuHamU
2 ADak 0 . 23 IIuIaD

TOTALTINGKATKORVERGENSIDBSA

'lABEL S. PEJrGGUNAAJII.DARADE8A DALAMPENCBGAHANST!1NTING ,,'
""".8

No BIDANG{KEGIATAN TOTALALOKASIDANA
ALOHASIDANA A % (PERSEN,

1 BldanC Pembangunan Desa TT
2 BldanC Pemberdayaaa Masyarakat Desa I I

-,-- ',. .~"", • :t~1." ("O-~6GiNGT~UR
t'- r

• :- # ::: ~' ~ , '. ~ ~ I\ ~~~t~~i'l \,
,.. ....··..t",..,,,..~~,,,,..,.,,,.~,,",,.,.,,,..,
., '", -"'.~ ji6'''; .:,x;_,''''':~:J.':f!:_""'r.~"" : H. ROMI iARIvANTO /


